
KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 8373/KPIS/HK.t6o I F I 8 I 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU
DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang a. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) telah ditetapkan
sebagai wabah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
500.1/KP|S/PK.3OOlMl06l2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah PMK sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 513/KP[S/
PK.3OOIMIOT 12022 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 500. 1/KPTS/PK.300 lM/0612022
tentang Penetapan Daerah Wabah PMK dan telah
ditetapkan status keadaan tertentu darurat PMK dengan
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat PMK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, untuk
pemulihan ekonomi bagi peternak/orang perseorangan
atau kelompok perlu diberikan bantuan pemerintah sesuai
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/KPTS/PK.3O0/
Ml7 /2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan
Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku
(Foot and Mouth Disease);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufa dan hurufb, serta melaksanakan ketentuan
Pasai 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan
Direktur .Ienderal Peternakan darr Kesehatan Hewan
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam
Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 42861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaoo\;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1i Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
6735\;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang
Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanji
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2OlO tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan presiden Nomor 4i
Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Nigu..u
Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2}lg tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimlna
telah diubah dengan Peraturan presiclen Nomor 12 Tahun
2O2l tentang Perubahan Atas peraturan presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tlhun 2021 Nomor
63);
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12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

13. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2O2O tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1340),
sebagaimana diubah dengan Peraturern Menteri Keuangan
Nomor 173lPMK.05 l2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.0S/201S
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l IllpMK.O6l2Ot6
tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor
1o18);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2O2O tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor i647);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Perbantuan Lingkup Kementerian pertanian Tahun
Anggaran 2022;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tatrun 2027 tentang
Pedoman Umum Bantuan pemerintah Lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggarafl 2022 sebagaimana
diubah dengan Peraturan Menteri pertanian Nomor 1 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang pedoman Umum
Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian pertanian
Tahun Anggaran 2022;

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor S00. 1 /KPTS/pK.300/
MlO6l2O22 tentang penetapan Daerah Wabah pMK
sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri pertanian
Nomor 5 13 / KPTS/ PK.3OO lM I OT 12022 tentang perubahan
Atas Keputusan Menteri pertanian Nomor 5b0.1/KpTS/
PK,300/M/06 12022 tentang penetapan Daerah Wabah
PMK;

20. Keputusan Menteri pertanian Nomor 513/KpfS/pK.3OO/
M|OT 12022 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 500. 1 / KPIS/ pK. 3 OO I M I 06 I 2022 tentang
Penetapan Daerah Wabah penyakit Mulut dan Kuku /Fooi
and Mouth Disease);

21. Keputusan Menteri pertanian Nomor 518/KPTS/PK.3OO/
Ml7l2O22 tentang pemberian Kompensasi dan Bantuan
Dalam Keadaan Tertentu Darurat penyakit Mulut dan Kuku
(Foot and Mouth Disease);

22. Keputusan Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan
Hewan Nomor 08048/KPIS/PK.3OO/F/07 I 2022 tentang
Besaran Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Darura;
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and. Mouth Disease);
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23. Surat Penugasan Direktur
Kesehatan Hewan Nomor
tanggal 29 Jult2022;

Jenderal Peternakan dan
29Ot9 /PK.3OO lF I 07 I 2022

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Hasil Pembahasan Besaran Bantuan antara Kementerian
Pertanian bersama Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan
PembangunanIBPKP, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana/BNPB, Sekretariat Kabinet tanggal 19 Juli 2022
dan memperhatikan Surat Edaran Sa.tuan Tugas (SATGAS)
Penyakit Mulut dan Kuku;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU
DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU.

Direktur
ini akan

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan
Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku yang
selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimani
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat
Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU, sebagai acuan bagi pusat, perangkat daerah
provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan
hewan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan
dalam keadaan tertentu darurat pMK.

Untuk kelancaran Kegiatan pemberian bantuan dalam
keadaan tertentu darurat pMK, dapat ditetapkan:
a. Tim Fusat;
b. Tim Perangkat Daerah provinsi; dan
c. Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
Oleh Direktur Jenderal, Kepala perangkat Daerah provinsi,
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai
kewenangannya dalam bentuk Keputusan.

Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan
mempertimbangkan kekhususan dan kondisi su"tu
daerah,- perangkat daerah provinsi dapat menyusunpetunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak
bertentangan dengan petunjukleknis ini.

Pendanaan. .y1lg diperlukan dalam pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada DIpA Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
diiakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
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KETUJUH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:
1 . Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian pertanian.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 4 Agustus 2022

R JENDERAL
DAN KESEHATAN HEWAN,

231993031001
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NoMOR: 8373/KPTS/HK. t6o / F I s I 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN
TERTENTU DARURAT PEI{YAKIT MULUT
DAN KUKU.

PEMBERIAN BANTUAN DALAM KEADAAN TERTENTU DARURAT
PENYAKIT MULUT DAN KUKU

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang
Penyebaran Penyakit y:1y,..0y_Kuku (Foot and lWouth Disease) yangselanjutnya disingkat pMK di Indonesia i.r"}, iit"tupi.", a"".irr"*iu"r.dengan Keputusan Menteri pertanian Nomor S00. 1/KPTS/pK.300/M/o612o22 tentang penetapan Daerah wabah penyakit Murut dan Kuku(Foot and Mouth Disease/ iebagaimana telah aiuUatr A.rg* Gfrtrr.,Menteri pertanian Nomor s is7 xersT er 300 lM I 07 /20i2 aui 

---t.r"r,
ditetapkan status Keadaan Tertentu Darurat eux'a."gu" x.prt""I., r<"iur"Badan Nasiorral penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022.Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan pMK di wilayah ataukawasan pada daerah wabah atau t.rt"r.Ji"r"h-, perru ailakuta.rtniakandepopulasi terhadap hewan sati-l terduga 

""i.ii, ^tu, 
hewan pembawa pMK

yang berpotensi menularkan pMK pada h-.*..,. pendepopulasi"" -"."p"r.""tindakan mengurangi dan/ atau meniadakan jumlah hewan dalam ..""gt"m.engendalikan dan penanggulangan pMK. pelaksanaan pendepopulasian diwilayah provinsi atau Kawasan (fulau) 
".tairr 

ro.r, hij." dii;;];;;;;;""pemotongan hewan bersyarat (test and slaughtJr) 
""t"[ _."""!"r,penyebaran dan penurunan jumiair kasus pMK.

Orang perseorangan atau pcternak dalam melakukan pendepopulasianhewan.didampirrgi oleh dokter hewan a"" Jii"*"r. p"rig"*"J#?1i.".hewan berwenang setempat dengan 
"".u 

p"*otrrgan Hewan Bersyarat (Testand Slaughter). pemotongan 
frgwan bersyarat [Lsi and slaught..t[i;,;r,pada hewan sakit, terdugi sakit, atau n#"" p'.*u.*. pMKj;;;t"i"I"""i

menularkan pMK pada hewan.
Mengingat PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yangsangat besar khususnya pada orang p.r!.o.urrg"., atau peternak danmenindaklanjuri has, dapa-t.rnternal ;Jg-;ip;pin oleh presiden RI padatanggal 23 Juni 2022 pertu diberikan ur"t,i." il",irik;;il;"iik"r)"[Lupemulihan ekonomi, oleh karena it" lt""t..i pertanian dalam ranskapemberian bantuan dimaksud t.1uh ,";;;l;pU" *"prt,r!..' *lr?"r,Pertanian Nomor S18/KpfS/pK.sooii-iliiozz tentang pemberian
Kompensasi dan Bantuan Dalam Keada." i".i".rt , Darurat penyakit Mulutdan Kuku (Foot and Mouth Diseas/ J;; ;;;;;bi,k;;;;il1#iriir.i,".,
Pertanian Nomor 11 Tahun 2o22_teniangp.;;;;h." Atas peraturan MenteriPertanian Nomor 34 Tahun. ZOZ| tJ"tu"g iedoma., Umum BantuanPemerintah Lingkup Kementerian pertanian i-.frr., Anggaran 2022, sebagaidasar pemberian bantuan dan acuan oilip".;;;perangkar daerah provinsidan perangkat daerah kabupaten/kot" a?r.* p.Lr.sanaan kegiatan.
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B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Petunjuk reknis pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat
Penyakit Mulut dan Kuku (pMK) dimaksudkan sebagai acuan bagi pusat,
perangkat daerah provinsi dan perangkat daerih t<abupatEnTkota,
Penerima Bantuan sertastakeholder lainnya.

2. Tr:juan
Tujuan petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentu
darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (pMK) untuk pemulihan ekonomi bagipeternak/orang perseorangan yang hewannya m.ti 

"tau 
tertular pMK.

C. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah peternak/orang perseorangan.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis pemberian bantuan dalam keadaan tertentudarurat Penyakit Mulut Dan t<uku leUXymeliputi:1. Pendahuluan;
2. Persiapan dan pelaksanaan;

Pengorganisasian;
Pelaksanaan Kegiatan pemberian bantuan
darurat Penyakit Mulut Dan Kuku (pMK);
Pendistribusian Bantuan;
Pembiayaan;
Pembinaan dan pendampingan;
Indikator Keberhasilan;
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
Ketentuan Perpajakan;
Ketentuan Sanksi; dan
Penutup

.).
4. dalam keadaan tertentu

5.
6.

8.
9.

10.
11.
t2.

E. Pengertian
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksr_rd dengan:1. Bantuan adalah pemberiariuang kepada peternak/orang perseoranganterhadap hewan mati terturir ir* 'dan/atar y.iJ-'iir."""t."
^ 

pemotongan bersyarat (test and. slaughtef .2. Hewan adalah hewan yang mati karina penyakit Mulut dan Kuku atautertular penyakit Mulut dan Kuku yang dikenakan tindakan pemotonganbersyarat.
3. Penerima Bantuan adalah peternak/orang perseorangan yang menerimabantuan pemerintah dengan memenuhi'persyaratan administratif dankriteria hewan.

Petglna]< adalatr orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha peternakan.
Perangkat daerah kabupaten/kota adalah perangkat daerah vansmenyelenggarakan urusan dibidang p"t.rr.karr- da.r'i.".rrJ,?" i"*'#'"Perangkat daerah provinsi Jalf*n f...rgL", a...rt 

-- 
frrrgmenyelenggarakan urusan dibidang peternalian Oan kesehatan hewan.Tim Pusat adalah kelomook r.e..;ay"n'g te.;il ;;;i 

""""r eseton II lingkupDirektorat Jenderal p.ternakan a." f..Lfrrian Hewan, ditetapkandengan Keputusan Direktur Jenderal peternakan aan Kesehatan Hewan.
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8' Tim Perangkat Daerah Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsurperangkat daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsipeternakan dan kesehatan hewan dan/aiaulnstansi telfait lainnyatiprovinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerahprovinsi.
9' Tim Perangkat Daerah KabupatenlKotaadalah tim atas unsur perangkatdaerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsipeternakan dan kesehatan hewan aanTaLu instlnsi iJrkait lainnyaiikabupaten/kota yl.g ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkatdaerah Kabupaten / Kota.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KpA adalahpejabat yang memperoleh t rrr.ru dari pengguna Anggaran untukmelaksanakan sebagian kewenangan dan tanggu,g jawab penggunaan

anggaran pada Kementerian Negara/ lembag" y"rrg b"r"arrgkut"rr.ll'Pejabat Pembuat Komitmen ying selanjrltrry" dl"ir,gtai ner adalahpejabat yang diberi kewenangan oleh pA/KpA ,i-rtrrt mengambilkeputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaranatas beban Anggaran pendapatan aan eLtanja NEgara (eeaN'j.

BAB II
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit Mulut Dan Kuku(PMK) sebagai salah satu solusi dalam memulihkan peiet o.,orrri.r, peternak/orang perseorangan.

A. Persiapan
1. Waktu pelaksanaan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakitMulut dan xuku (PMK). Jadwal p"r""g p.iaksanaan pemberian bantuandalam keadaan tertentu darurat P.rryltit Mulut dan Kuku (pMK) secaratentative sebagai berikut:
Tahun 2022

BulanNo Uraian Kegiatan
6 7 8 9 10 11 T2

1

2
Penyusunan SK
Tim Pusat

3 Pen5rusunan
Juknis

4 Sosialisasi dan
Koordinasi

5 Pen5rusunan Tim
Daerah

6 Verifikasi CPCL

7 Validasi hasil
CPCL

8 Distribusi
Bantuan

9

Pembinaan,
Pendampingan,
Evaluasi, dan
Moni

10
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2 Satker Pelaksana Kegiatan
Satker pelaksana kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu
darurat Penyakit Mulut dan Kuku (pMK) dilaksanakan oleh:
a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. Perangkat daerah provinsi; dan/atau
c. Perangkat daerah kabupaten/kota.

Kriteria Penerima Bantuan, Hewan, dan Lokasi
calon Penerima Bantuan dan caron rokasi pemberian bantuan dalamkeadaan tertentu darurat penyakit Mulut dan Kuku (pMK) yaitu
peternak/ orang perseorangan.
a. Kriteria Penerima Bantuan

Peternak/orang perseorangan yang memenuhi persyaratan
administratif dan kriteria hewan.

b. Kriteria Hewan
1) Hewan yang mati tertular pMK; atau
2) Hewan tertular pMK yang dikenakan tindakan pemotongan

bersyarat (test and staughter).
c. Kriteria Lokasi Kegiatan

Kriteria. Lokasi Kegiatan adalah wilayah atau kawasan yang
merupakan zona merah.

4. Jenis dan Persyaratan Administrasi Bantuan
a. Jenis bantuan

Jenis bantuan yang diberikan uang tunai yang besarannya sebagaiberikut:
1) sapi/kerbau Rp. 10.000.000,_ ;2) kambing/domba Rp. 1.500.000,_;dan
3) babi Rp.2.000.000

b. Pembayaran bantuan dibatasi paling banyak 5 (lima) ekor hewan perkepemilikan.

3

5. Persyaratan administrasi bantuan
a. melampirkan fotokopi KTp pemilik ternak;b. hewan yang telah didata 

-dan 
dilaporkan oleh perangkat daerahkabupaten/ko,. 

,-{u1t . menyelengi"."ku.. urusan di bidangpeternakan dan kesehatan hewan-fe iSIKHNAS yu"g aiu,rtiit".,dengan print out data iSIKHNAS (laporan root 692);c. memiliki Surar Keterangan Kepemiiikan Hewan yang ditandatanganioleh Kepala Desa atau Lurah sitempat sesuai a"nga"n fo.*.i_l;-f,.,d. melampirkan:
7) uisum et reperTum/.Surat 

_ 
Keterangan Kematian Hewan, untukhewan yang mati dari dokter hew?n t

format-b,;.t'ur'*"'LrarrLr\,llLtrrle'TanDerwenangsesuaidengan
2) surat diagnosis dokter hewan setempat yang menunj ukan gejalaklinis untuk hewan rerrutar pfrali--aan iikenai ;;;i;;;;"bersyarat yang dibuktikan Srr.i x.t..arrg"., pemotonganbersyarat dari dokter h.*"., """r"i a.rrgai*-io;;;_;";il*diketahui keoala perangkat daerah kablpaten/kota.Persyaratan administrasi ueruIpa S;;;i K.i;"gan Kepemilikan Hewan,ui"sum et repertum/surat rtiteranga""iiJ.i"tr.r, Hewan dan suratdiagnosis dokter hewan_ dapat tiaafi"esuJ^i.rgun format yang diaturdalam angka 3) dan angka.it a""e"; ;;;;;;;,
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a' apabila kematian hewan atau hewan tertular pMK yang dikenai
pemotongan bersye.rat telah terjadi seberum berrakunya -petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Darurat pMi(;

b. tetap ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu:
1) Kepala Desa- 

_ 
atau Lurah setempat untuk Surat Keterangan

Kepemilikan Hewan; dan
2) dokter hew_an berwenang untuk uisum et repertum/ Surat

Keterangan Kematian Hewan dan dokter hewan seLmpat untuk
surat diagnosis.

B. Pelaksanaan
Kegiatan Pemberian bantuan daiam keadaan tertentu darurat penyakit
Mulu_t dan Kuku (PMK) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal peternakan
dan Kesehatan Hewan, perangkat daerah provinsi a"" p.r".glut iu..utkabupaten / kota.
optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan dalam keadaan tertentudarurat Penyakit Muiut dan Kuku (pMK), perlu dilakuk"., p.r"i.p"o baik ditingkat Pusat, perangkat daerah provinsi, dan/atau pl.urrgi"i Jaerahkabupaten/ kota, meliputi antara lain:
1. Persiapan

Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat Fenyakit
Mul urt dan Kuku (pMK) dituangkan dalam petunjuk Teknis y."g ai;u.r'
oleh Tim Pusat dan ditandatangani oleh Direkiur Jenderal pei.r.ut a,dan Kesehatan Hewan.

2. Sosialisasi
sosialisasi kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu daruratPenyakit Mulut dan Kuku (pMK) dilaksanakan melalui:a. Luar Jaringan (Luring); dan/atau

sosialisasi secara iuring dilaksanakan melarui rapat koordinasi danadvokasi pemberian bantuan dalam keadaan' terteniu-- J"rrr.tPenyakit Mulut dan Kuku (pMK) secara intensif oleh pemerintah
Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/koiu a".rgu,melibatkan instansi maupun s takehold"e r terkait.b. Dalam Jaringan (Daring).
Sosialisasi secara daring dilaksanakan melalui video
Pusat, perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota denganmelibatkan instansi maupun stakehold.er terkatt.

3' Pelaksanaan cpcl, verifikasi, Validasi dan penetapan penerima BantuanAlur pemberian bantuan dilakukan meliputi cpcl, ,*inl."i-u]fja."idan penetapan penerima Bantuan a.rrgu.r-k.t.ntuan sebagai berikut:a. Satker pelaksana perangkat aaerin tatupaten/xlti-_.*pi"vui
tugas:
1) melakukan verifikasi paling kurang pemeriksaan terhadappemenuhan persyaratan administrasi du" t.lt".iu t 

"r"."J'...2) diusulkan kepada perangkat daerah provinsi; dan3) menyampaikan usulan klpada perangkat d;;;h provinsi palingsedikit memuat:
a) daftar penerima Bantuan sesuai dengan fcrrmat_4;b) kerengkapan persyaratan administraJi penerima Bantuan; danc) identitas narahubung perangkat daererh f."U-"pl["if."t.

. (nama dan nomor telepon /hanZphone).b. Satker pelaksana perangkat iaeiafr priuirr"l .rr"*punyai tugas:1) metakukan vatidaii atas '"surar, #.;;;k;;*--fa.."hkabupaten/kota;
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2) mengusulkan hasil validasi kepada Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan

3) menyampaikan hasil validasi kepada Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan paling sedikit memuat:
a) daftar Penerima Bantuan;
b) kelengkapan persyaratan administrasi penerima Bantuan; dan
c) identitas narahubung perangkat daerah kabupatenfkota

(nama dan nomor telepon lhandphone).

satker Pelaksana Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan
Hewan mempunyai tugas:
1) Pejabat Pembuat Komitmen (ppK) melakukan pemeriksaan

kelengkapan dan kesesuaian usulan penerima Bantuan yang telah
divalidasi oleh perangkat daerah provinsi, jika sudah 

"i"uai 
ppX

memproses penetapan penerima Bantuan;
2) PPK menetapkan Penerima Bantuan berdasarkan hasii varidasi

dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh Kuasa
Pengguna Anggaran (KpA);

3) PPK dan Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar
(PPSPM) memproses pencairan pembayaran bantuan.

Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit Murutdan Kuku (PMK) diiaksanakan secara terkoordinasi da.i ti";k;a pusat,
perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kot" 

""rfif"i d".rganPenerima Bantuan' Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, p"it, t i..rry.memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab " rnu.i"g_*u"ffi- p.*u"gf."
kepentingan.

A. Tim Pusat

BAB III
PENGORGANISAS]AN

B

Tim Pusat ditetapkan oreh Direktur Jenderal peternakan dan KesehatanHewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
1' menyusun Petunjuk Teknis pemberian Bantu"an Daram Keadaan Tertentu
- Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (pMK);
2. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
3. melakukan sosialisasi kepada perangkat d""..i provinsi, perangkat
" 

daerah kabupaten/kota dan stakZholdJrterkait lainnya; ' r-----ol
4 memberikan arternatif sorusi terhadap kendala pelaksaaan kegiatan;5. melakukan_pendampingan dan pembinaan; 

'-
6. membuat laporan peliksanaan Xegiaia; pemberian bantuan dalamkeadaan tertentu darurat penvakit- Mulut' dan K;k"-ip;?i'r.Ii.a"Direktur Jenderal peternakan dan Xesehaian Hewan; dan7. melakukan tugas lainnya sehubungan J""gun t.f"""a.an t egiatan.

Tim Perangkat Daerah provinsi
Tim Perangkat Daerah provinsi ditetapkan oreh Kepala perangkat Daerah
1.""]1?l,r_11* 

mempunyai tuga s antara'r"i, J^gri berikut :r. melakukan koordinasi dengan Tim pusat;2' memberikan alternatif.sotr-ii terrraaap terraau pelaksaaan kegiatan;3. melakukan koordinasi kegiatan k;;;;;'i;;;""si terkait di perangkatdaerah provinsi, perangkal da.."f, [.U"p.t""7 ron, penerima Bantuandan stakeholder terkaiilainnya;

11
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4. melakukan koordinasi dengan Tim perangkat Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka validasi calon penerima Bantuan;

5. melakukan supervisi dan monitoring, serta pengendalian pelaksanaan
kegiatan;

6. membuat laporan kegiatan pada tahun berjalan dan disampaikan secara
berkala kepada Kepaia Perangkat Daerah provinsi, selanjutnya Kepala
Perangkat Daerah provinsi meneruskan kepada Direktur- Jendiral
Petemakan dan Kesehatan Hewan; dan

7. Melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

Tim Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
Tim Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oreh Kepara perangkat
Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugai antara rain sebagai beri"kut:1. melakukan verifikasi penerima Bantuan,-kriteria hewan, kriteria lokasi

dan persyaratan administasi;
2. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada penerima Bantuan;3. memberikan alternatif solr-'si terhadap kendala peiaksaaan kegiatan;4. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat provinsi ?."1"t""

kabupaten/kota;
5. mengusulkan Penerima Bantuan kepada Kepala perangkat DaerahKabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Kepara peranlkat Daerah

Provinsi;
6. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan

kegiatan kepada Kepara perangkat Daerah Iiabupaten/-Kota.'seranjutnya
Kepala Perangkat Daerah_Kabupaten/ Kota menyampaika.rrry" k.p.du
Kepala Perangkat Daerah provinsi; dan

7. melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan.

MEKANISME PEMB:f;RilX BANTUAN DALAM
KEADAAN TERTENTU DARURAT PMK

A. Pemberian Bantuan
Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit Mulut danKuku (PMK) merupakan stimulan untuk mengembangkan .iluru r"utrr. or.r,karena itu Penerima Bantuan diharaokan dap'at memanfaatkan dengan baikdan terukur dalam rangka -e.rdukung'keberhasilan 

- 
["e;;'J' 

""rtuberkelanjutan usaha peternakan.

B. Teknis Pemberian Bantuan
Kegiatan Pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penyakit Mulut
$1n {u.tu (PMK) memperhatikan penerima gantuan, kriteria hewan, kriteriaiokasi dan persyaratan administratif. M;k;"i"-" pemberian bantuan daramkeadaan tertentu darurat penyakit uurul Jan xur." tFiratl ".t"g"ii".'."t,1. Verifikasi, Validasi dan pengajuan Usulan Bantuan.a. Verifikasi Data Tingkat Kabupaten/Kota

1) Kepala perangkit Daerah xro"p.i."txota merakukan verifikasikesesuaian data penerima Bantuln, kriteria rr.-"", 
-r.i1."r 

iotr"r
^. 9u, persyaratan administratif;
2) Kepala perangkat Daerah Kabupaten/Kota menandatangani BeritaAcara pemberian Bantuan sesuai dengan format_S dan DaftarPenerima Bantuan sesuai dengan format_4;

tz
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3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mengajukan surat
usulan Penerima Bantuan kepada Kepala eerangkat Daerah
Provinsi dilampiri:
a) daftar Penerima Bantuan;
b) kelengkapan dokumen persyaratan administrasi; dan
c) Berita Acara pemberian Bantuan yang ditandatangani oleh

Kepala Perangkat Daerah provinsi dan Kepala terangklt Daerah
Kabupaten/Kota. yang menyelenggarakan urusari di bidang
peternakan dan kesehatan hewan serta diketahui oreh pejabai
setempat (Kepala Desa/Lurah).

b. Validasi Data Tingkat provinsi
1) Kepala Perangkat Daerah provinsi merakukan validasi terhadapusulan pemberian bantuan dari Kepala perangkat D.;.J

Kabupaten/ Kota;
2) Kepala _Perangkat Daerah provinsi menandatangani Berita Acara

Pemberian Bantuan dan Daftar penerima Bantuan; dan
3) Usulan beserta lampiran yang telah divalida.si disampaikan kepada

Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan.
Pembayaran Bantuan

Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan mendisposisikan
surat usulan pemberian 

.bantuan kepada penanggungjawab kegiatanuntuk ditindaklanjuti oleh ppK;
PPK melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian usulanPenerima 

. 
Bantuan yang telah aivalalsi oleh perangkat daerahprovinsi, jika sudah sesuai ppK memproses penetapan penerima

Bantuan;

a

b

c' PPK akan menolak usuran penerima Bantuan dari perangkat daerahprovinsi yang tidak sesuai dengan kriteria penerima-Bantri"o, trit..i.hewan dan kriteria lokasi;
d. PPK akan mengkonfirmasi usulan penerima Bantuan dari perangkat

daerah..provinsi yang tidak lengkap persyaratan administrasi untukdapat dilengkapi;
e. PPK mengajukan permintaan pembukaan rekening calon penerima

Bantuan kepada bank yang ditunjuk dengan mehm[irkani1) daftar Penerima Bantuan;
2) identitas Penerima Bantuan (nama dan NIK); dan

^ 
3) _nomor telepon lhand.phone penerimu Bu.rtr.rr.r' PPK menetapkan caron penerima Bantuan dan di sahkan oleh KuasaPengguna Anggaran. Surat Keputu"r., p..r..i-" ild;;';;;;sedikit memuat:
1) identitas penerima Bantuan (nama dan NIK);
2) jumlah nilai uans: dan
3) nomor rekening Fene.ima Bantuan.g. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat permintaan
Pembayaran (Spp) vang ditujukan L. ,.t""i"g penerima Bantuandengan dilengkapi dtkumen:
1) Kuitansi pembayaran bantuan yang ditandatangani oleh ppK;2) Daftar Penerima Bantuan yang ditindat"r,g"ni oleh ppKjl 3::,:: keputusan penetapan penerima Br;;;;r;.+l bertta Acara pemberian Bantuan sesuai dengan format_S yangditandatangani oleh Kg.nSla p..."sl"i-DL.ii p.orir"i dan KepalaPerangkat Daerah 11?"*1."2.";;;-;;; menyeienggarakanurusan di bidang peternakan dan kesehaia.r-f,".u., serta diketahuioleh Pejabar serempar (Kepala D"";/i;;;; "'
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provlnsu
h. PPSPM melakukan pengujian Spp dan selanjutnya menerbitkan SpM
. yang ditujukan ke rekening penerima Bantuan; dlni. Penetapan bentuk bantuan berupa uang dan 

'b""".u.rrry. 
ditetapkan

oleh Keputusan Direktur Jenderai peteriakan dan Kesehatan HewanNomor 08044/ KPTS/ pK.3oo rF roz 12022 tertang Besaran pemberian
Bantuan Dalam Keadaan Darurat penyakit Mulu-t dan x"t- rr"ii iiaMouth Disease).

Pengambilan Bantuan
a. PPK menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala perangkat

Daerah kabupaten/kota bahwa bantuan telair ditransfer il ;;#GPenerima Bantuan ditembuskan kepada KpA dan f<"p"f" p"i""Sk^?
Daerah provinsi;

b. Kepala Perangkat Daerah kabupaten memberitahukan kepadaPenerima Bantuan untuk mengambil buku rekening y""g ;;;;[dikirimkan oleh bank yang sudah-ditunjuk di kantor p";;gk"; il;;-kabupaten/kota;
c. Kepala Perangkat Daerah dan penerima Bantuan melakukan fotoge_otagging Penerima Bantuan dengan menunjukkan xrp dan buku
* .tabungan yang memperlihatkan jurilah saldo.
Pelaporan Pembayaran pemberian liantuan
Pelaporan pemberian bantuan.disampaikan paling lambat 1 (satu) bulansetelah. pelaksanaan pemberian bantuan 'kepa?a 

Direktur J;"J;;;iPeternakan dan Kesehatan Hewan dengan melampirkan foto oeotaaoinoPenerimS. Bantuan yang menunjukkan- KTp d;;-ilku ;;;;#i,"#;memperlihatkan jumlah saldo
PPK menginput ke aplikasi BASTBANPEM

5) Surat usulan Penerima Bantuan Kepala Perangkat Daerah
kabupaten/ kota yang divalidasi oleh Kepala perangkat Daerah

BAB V
PENDISTRIBUSIAN BANTUAN

BAB VI
PEMBIAYAAN

4

.J

Pendistribusian bantuan pada pemberian bantuan dalam keadaan tertentudarurat Penyakit Mulut dan_ x"il" lenarf ail"I"r."" oleh Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan,samp"i r.a-e"".ri-a Bantuan 
"""r.i a".rg".,hasil validasi Kepala perangkat daerah p."ri""i dengan mekanisme LS dansesuai dengan ketentuan peraturan p.rarrrd".rg_rrrdang'an.

Sumber pembiayaan kegiatan pemberian bantuan daram keadaan tertentudarurat Penyakit Muluidan x'ut<u (nrra*) Jiaiotasit<an dalam Daftar IsianPelaksanaan 
-Anggaran (DI'A) Direktorat JenJerar peterna-kan dan KesehatanHewan sesuai dengan ketentuan peraturan p"ar.ra..rg_rr.rdang.n. -----
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'EMBTNAAN 

Sff JJ'*r^^rprNGAN
Pembinaan
Pembinaan oleh pusat d,aksanakan secara sampring paring kurang 1 (satu)kali sesuai dengan kebutuhan. U"t t p""rti""an yang dilaksanakan olehperangkat derah provinsi/ perangkat deiah- t"U"p^t."7k.t",pelaksanaannya diatur oteh 

.perangi<at derah provinsi d""/;i;i;;;1"ur.",derah kabupaten / kota "."rri d..,gi., k.;;;;;;;" dan kebutuhan.Pendampingan
Pendampingan dilakukan 

. 
dalam rangka menjaga agar pelaksanaanpemberian bantuan dalam keadaan ter6rrtu darurat penyakit Murut danKuku (PMK) sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

BAB VIII
INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan fliaksllaan kegiatan pemberian bantuan dalamkeadaan tertentu daruraf penyakit Mulut?a' Xrt., (pMK), dapat diukur dandilihat berdasarkan:
1. Indikator Output

I;*[,lB:tfannya bantuan berupa uans setara ls.ooo ekor kepada

2. Indikator Outcome
a. meningkatkan ekonomi skala mikro bagi penerima Bantuan; danb. membantu dimurainya- usaha peternaki.,-ai tot""i penerima Bantuansetelah terdampak pMK.

SISTEM PENGENDALIAN, MoNl?ffiiffo, 
"uo,.,osl 

DAN PELAP.RAN
Sistem Pengendalian
Agar Kegiatan pemberian bantuan dalam keadaan tertentu darurat penvakitMulut dan Kuku (pMK) drprt dii;l;;";;; dengan baik, maka harusdilakukan pengendalian aa" p"rrgr*a";;;;u*u oleh Aparat pengawasanInternal pemerintah 

!1l1rt,' rp;r;f-;;;;;;san ekstemal pemerintah.Pengendalian dan pengawasan mellkaf oleh atasan langsung danpengawasan oleh masyarakat.
Pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dalam
ffi:il?:jTf,tt;: 

daruiat n."y"r.il ra,i,iiil, 1.,r., (pMK), pada prinsipnya
1 . memastikan bahwe

- d e n gan p....,. * u.i 5;:T:.*:-.rj"J..11,1-,""_:ix1-"ffi ,ku., ...,,"'
2' memberikan koreksi 

"t"" t""uiut;;";;." ketidaksesuaian hasil
^ 

pekerjaan dengan rencana semula;3. memberikan rekomendasi perUaGn sisteml dan4. memberikan rekomendasi p."J.;"-h;;"' sanksi atas pelanggaran
_. .. qeraturan perundang_undangan. -

Titik kritis yang perlu dip;rhatika; Jatam kegiatan pemberian bantuan daramkeadaan tertentu darurat penyakit rra"r"t ou? x"ku (pMK) yaitu:1. proses verifikasi dan penetapan calon penerima Bantuan;
? proses validasi caion 

-penerima 
il;;;"";';;3. proses distribusi bantuan sampai p"t. 1.o""" penyerahan/ transferkepada calon penerima Bantuan.
15
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B. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkara dan berjenjang sesuai
dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordi.,asi muiai da.i ti"lr."tPusat, perangkat derah provinsi dan/atau perangkat derah r."t"p.i."7i.i"t^
Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum "kegiatan aiiiiii-1ii-iit"l,
kegiatan sedang dilakukan (on-goingl dan seterah*dilakukan r."gilt"" t.,post).

Pemantauan dan evaluasi pemberian bantuan dalam keadaan tertentudarurat Penyakit Mulut dan Kuku (pMK) dilaksanakan 
".rt f. *"rrg"iahrirealisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis, administra-si dankelembagaan. Selain itu, pemantauan da=n evaluasi dilakukan untuk

3engetahui-kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusi.Evaluasi dilaksanakan d.a1am ringka menilai peiaksanaan kegiatan danhasilnya dijadikan saran dan masuk-an daram rangka p..tait"op.-r.rr""rr""r,
kegjatan selanjutnya. Untuk mendukung pei=ak"L.rru., k.il;;;;"gberkesinambungan sebaiknya perangkat deiah'provinsi a"rr7 atrlr- p.r"rigk.tdagqah kabupaten/kota membuai. ,"rr""r. pemantauan agar kinerjapelaksanaan kegiatan dapat diketahui secara otiet<tif.

C. Pelaporan
Pelaporan diperlukan 

. 
dalam rangka menyediakan informasi tentangkemajuan atau perkembangan p.lai.s"rra"n kegiatan p"_U..i.r, birrtrr.,dalam keadaan tertentu darurat 

-penyakit 
Mulut Jan x"t" tpna*j. p.tipo.^,

disampaikan secara tertulis setiap Luhn dengan jenjang tahapan sebagaiberikut:
a' Perangkat derah kabupaten/kota merekapitulasi seluruh laporan untuk
, disampaikan kepada kepala perangkat deiah provinsi; dan 

.------ -

b' Perangkat derah provinsi meiekapitura"i i"po.a.r perkembangan kegiatandari perangkat daerah kabupatin/kota, dan menyampaikan kepadaDirektur Jenderal peternakan dan Kesehatr" H;J-;;--nir.ttr.Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB X
KETENTUAN PERPAJAKAN

Pajak yang timbul dari pelaksanaan Kegiatan pemberian
keadaan tertentu darurat penyakit Vfufut-Jan Kuku (pMK)peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

bantuan
sesuai

dalam
dengan

Dalam hal terjadi penvimpangan atau penyarahgunaan bantuan pemerintah,dikenakan sanksi sesuai dlngan t "t""t""r, p"."iuran perundang_undangan.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI

16



Demikian Petunjuk Teknis pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu
Darurat Penyakit Mulut dan I(uku (pMK) disusun dengan harapan seluruhunsur pelaksana dan pihak terkait dapat meraksanakin seruruh tahapan
kegiatan secara baik dan benar, untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai
dengan indikator kerja yang ditetapkan.

BAB XlI
PENUTUP

JENDERAL
AN KESEHATAN HEWAN,

22s 199303 1 00 1
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F ormat- 1

LOGO
DESA

Nama Desa
J1n.......

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN HEWAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Alamat
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama
NIK
Jenis Kelamin
Pekerjaan
Alamat
Yang bersangkutan tersebut di atas adalah benar pemilik ternak:
1. Sapi sebanyak .....ekor
2. Kambing sebanyak .....ekor
3. Domba sebanyak .....ekor
4. Babi sebanyak .....ekor,
yang.mati/dilakukan pemotongan bersyarat akibat penyakit murut dan kuku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergurruk"., 

".rrg"irrr".rumestinya.

Pemilik Ternak ,.........2022
Kepala Desa

1B



Format-2

Nama Instansi
JIn.......

SURAT KETERANGAN KEMATIAN HEWAN
(Visum Et Reperfiim)

Ternak tersebut mati pada tanggal...... bulan ..... tahun ...... jam.................akibat
terkena penyakit Penyakit Mulut dan Kuku (pMK), berdasarlian hasil pemeriksaan
klinis.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Nom

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Mengetahui
Kepala Desa. ..... .

Kepala Dinas.... Kab/Kota....

NIP

........(Nama Puskeswan/Dinas)

nia/)

Dokter Hewan Pemeriksa,

NIP

19

LOGO
INSTANSI

Nama /Jenis Ternak :

Ras/Rumpun Ternak :

Nomor Identitas Ternak :

Umur Ternak :

Jenis Kelamin :

Nama Pemilik Ternak :

Alamat :

No Telp/Hp :



LOGO
INSTANSI Format-3

Nama Instansi
Jln.......

SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN BERSYARAT
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dokter Hewan
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama /Jenis Ternak
Ras/ Rumpun Ternak
Nomor ldentitas Ternak
Umur Ternak
Jenis Keiamin
Nama Pemilik Ternak
Alamat
No Telp/Hp

Mengetahui
Kepala Desa.

......(Nama Puskeswan/Dinas)

Ternak tersebut sakit akibat peqllkit penyakit Mulut dan Kuku (pMK),
berdasarkan trasil pemeriks"r., liti.ri. sehingga perlu dilakukan t'indaianpemotongan bersyarat.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

cocc

Kepala Dinas.... Kab/Kota....

N]P

Dokter Hewan Pemeriksa

NIP

20



Format-4

Daftar Penerima Bantuan

Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Dinas Propinsi

,,,,,., ',,,',','2022
Mengetahui

Kepala Dinas Kab/Kota

NIP NIP NIP

1

2

3

dst

Jumlah

2l

Nama No HP

Jumlah Bersyarat
Jumlah Bantuan

(RP)



ini menerangkan bahwa PIHAK KE
PMK Tahun Anggaran 2022

)atau setara

Mengetahui:

Kepala Dinas Provinsi

Kepala Desa/ Lurah

Format-5

tahun

SATU telah menyerahkan bantuan
kepada PIHAK KEDUA senilai

ekor.

Materai
Rp.10.000

Kepala Dir-ras Kabupaten/ Kota

BERITA ACARA PEMBERIAN BANTUAN DARURAT PMK
TAHUN ANGGARAN 2022

, tanggal , bulan
yang bertanda tangan di bawah ini:

Pada hari ini

Dengan
darurat
(Rp.

D,.emikian Berita Acara pemberian bantuan darurat pMK Tahun Atggaran 2022dibuat pada tanggal tersebut di atas untuk digunakan sebagaimu"ii."li.ry".

PIHAKKESATU, PIHAKKEDUA,

L Nama
NIK
Alamat

Untuk selan disebut PIHAK KESATtT.utn
II. Nama

NIK
Alamat

Untuk selan disebut PIHAK KEDUA.u


